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Abstract. This research aims to test whether budget planning, regional government information systems, and the timing of 

budget determination time influence budget absorption in sub-districts in Sidoarjo District. The data source used in 

the research is primary data. The population in this study were all sub-districts in the Sidoarjo District (12 sub-

districts). The total sample is 52 people in each sub-district who have authority over budget management in the sub-

district, namely: Budget User Authority (KPA) 14 people, Technical Activity Implementation Officer (PPTK) 14 

people, Assistant Expenditure Treasurer (BPP) 14 people, and Administrative staff for the financial department is 10 

people. The data analysis method uses multiple linear regression analysis. The research results show that budget 

planning and budget determination time influence budget absorption. Meanwhile, regional government information 

systems have no effect on budget absorption.  
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Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah perencanaan anggaran, sistem informasi pemerintahan daerah, dan 

waktu penetapan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo. Sumber 

data yang di gunakan dalam penelitian adalah data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelurahan 

di lingkungan Kecamatan Sidoarjo (12 kelurahan). Jumlah sample sebanyak 52 orang pada setiap kelurahan yang 

mempunyai wewenang pada pengelolaan anggaran di Kelurahan yaitu : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah 

14 orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah 14 orang, Bendahara pengeluaran Pembantu (BPP) 

sejumlah 14 orang, dan Staf Administrasi bagian keuangan sebanyak 10 Orang. Metode analisis data menggunakan 

analisis regresi linera berganda. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan dan waktu penetapan anggaran 

berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. Sedangkan sistem informasi pemerintahan daerah tidak berpengaruh 

terhadap penyerapan anggaran. 

Kata Kunci - Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Waktu Penetapan Anggaran, Penyerapan 

Anggaran.

I. PENDAHULUAN  

Penyerapan anggaran adalah pencapaian tujuan dan sasaran berdasarkan kemungkinan tercapainya dalam 

jangka waktu tertentu [1]. Tingkat serapan anggaran pemerintah pusat dan daerah sebagai indikator ketidakmampuan 

birokrasi masih sering isu penting yang diperbincangkan oleh para pengamat ekonomi maupun organisasi non-

pemerintah LSM berbasis masyarakat [2]. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi pemerintahan yaitu serapan 

anggaran yang rendah pada awal tahun dan seiring dengan peningkatan pada berakhirnya tahun anggaran terdapat 

perbedaan penyerapan anggaran [3]. Perbedaan penyerapan anggaran menyebabkan tidak meratanya pembangunan 

seluruh aspek kebutuhan nasional. Anggaran belanja memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas 

pelayanan publik, dan jika diterapkan dengan baik, dapat merevitalisasi perekonomian daerah. Penyerapan anggaran 

adalah suatu bentuk pengukuran sejauh mana pemerintah daerah dapat mencapai target yang sudah direncanakan. 

Apabila sudah mencapai target maka penyerapan anggaran bisa dikatakan berhasil dalam pengelolaan anggaran. 

Seluruh kelurahan di Kecamatan Sidoarjo tidak terlepas dari permasalahan serapan anggaran. Sebagai contoh pada 

lampiran penyerapan anggaran Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo Tahun 2021 dan 2022. Pada sistem informasi 

keuangan daerah tercatat pencapaian realisasi anggaran rata-rata 89% masih dibawah target yang telah ditetapkan 

sebelumnya yaitu 96%. 

Penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dijalankan melalui rencana-rencana yang ditetapkan dalam 

berbagai dokumen perencanaan, baik rencana satu tahun ataupun rencana jangka panjang [4]. Setiap tahunnya, 
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pemerintah daerah menyusun rencana keuangan dalam satu tahun yang dituangkan ke dalam Anggaran pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perencanaan dan 

penganggaran APBD tertuang dalam undang-undang No. 25 Tahun 2004 [5] tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 [6] tentang Keuangan Negara. Rencana kerja 

anggaran dan rencana kerja SKPD akan diberikan kepada DPRD sebagai bahan kajian dalam menyusunan rancangan 

usulan APBD (RAPBD) untuk ditetapkan menjadi APBD. Menurut teori stakeholder, pemerintah daerah berinteraksi 

dengan berbagai pemangku kepentingan yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Sebagai 

pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar terhadap pembangunan daerah, pemerintah dapat 

memaksimalkan kemajuan pembangunan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan yang optimal 

dan pelaksanaan program yang tepat sasaran akan mempermudah pelaksanaan kegiatan pembangunan. Aspek 

perencanaan yang tidak disusun secara matang pada saat anggaran yang diajukan telah ditetapkan, maka rencana kerja 

tersebut tidak akan terlaksana dengan lancar. Hal ini disatu sisi disebabkan belum adanya keselarasan antara rencana 

anggaran dengan rencana kinerja yang akan dijalankan mengakibatkan rendahnya serapan anggaran pada salah satu 

faktor tersebut [7]. Perencanaan anggaran yang buruk adalah akan mencegah peningkatan penyerapan anggaran dan 

hal ini dapat memperburuk semua kesulitan dalam melaksanakan penyerapan anggaran.  

Pemerintah daerah saat ini dan di masa depan diharapkan dapat menggunakan teknologi digital untuk 

meningkatkan program pembangunan di semua sektor, untuk menyebarkan informasi secara optimal dan melibatkan 

semua orang dalam skala besar [8]. Sesuai dengan permendagri No. 77 Tahun 2020 [9] tentang pedoman teknis 

pengelolaan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah). 

Pemerintah membutuhkan suatu sistem yang dapat menghasilkan infromasi keuangan komprehensif lainnya yang 

mencakup informasi mengenai posisi keuangan daerah [10]. Tujuan pengelolaan SIPD adalah hendaknya 

terselenggaranya pengelolaan Informasi daerah secara kompeten sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 

23 Tahun 2014 [11] bahwa pemerintah daerah wajib menyiapkan informasi pemerintah daerah dan dapat menyediakan 

serta mengelola informasi pemerintah daerah Lainnya. Seluruh Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo sudah memakai 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah sejak tahun 2020 yang sebelumnya memakai Regional Development system 

(RDS). Sesuai Peraturan Mentri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 [12] yang mengatur jenis SIPD untuk pemerintah 

daerah mengembangkan menjadi beberapa kelompok yang salah satunya, informasi Keuangan Daerah Sistem 

Informasi daerah memungkinkan data keuangan daerah dikelola secara lebih efektif dan efisien melalui berbagai unsur 

yang saling berhubungan, dengan memperhatikan prinsip akuntanbilitas dan transparansi. Proses pengelolaan 

keuangan daerah yang relevan seperti : penganggaran daerah, pertanggung jawaban pelaksanaan keuangan daerah, 

pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah, dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Pada intansi tertentu 

masih banyak pegawai yang belum memahami penggunaan sistem secara menyeluruh. Diperlukan adanya pelatihan 

dalam penerapan sistemnya namun pemerintah hanya melakukan sosialisasi. Sehingga dalam penginputan dilakukan 

dengan bantuan pihak luar. 

Menurut Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan pembangunan Nasional dan 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 [6] tentang Keuangan Negara, waktu penetapan Anggaran merupakan susuan 

setiap rencana kerja dan anggaran selama satu tahun kedepan. Batas waktu untuk menetapkan APBD ditetapkan paling 

lambat bulan November, atau 1 (satu) bulan sejak penetapan anggaran APBN. Persoalan dalam serapan anggaran 

pemerintah salah satunya adalah gagal tercapainya target serapan anggaran terlebih pada triwulan pertama oleh karena 

itu mengakibatkan terjadinya pengumpulan belanja pemerintah pada triwulan akhir [13]. Bahwa setiap penetapan 

anggaran pemerintah baik itu secara terlambat ataupun tidak terlambat berpengaruh pada penyerapan anggaran 

pemerintah. Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah Kementrian dalam Negeri, menerangkan bahwa waktu 

penetapan anggaran adalah penetapan APBD yang dilaksanakan agar rancana kegiatan dan program pembangunan 

dapat terlaksana pada tahun anggaran, sehingga pelayanan publik kepada masyarakat dapat terlaksana dengan baik 

[14]. Salah satu faktor yang menyebabkan APBD menjadi terlambat yaitu hubungan eksekutif dan legislatif yang tidak 

selaras [15]. Anggaran yang diusulkan pihak eksekutif memiliki peran penting memperluas Lembaga secara finansial 

dan non finansial. Pihak legislatif juga menggunakan anggaran untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini menyebabkan 

konflik dalam penyusunan anggaran yang menyebabkan tertundanya waktu penetapan anggaran. 

 

PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran 

Menurut teori stakeholder, pemerintah daerah berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan yang 

saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan tertentu. Sebagai pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh besar 

terhadap pembangunan daerah, pemerintah dapat memaksimalkan kemajuan pembangunan dengan memanfaatkan 

sumber daya yang ada. Perencanaan yang optimal dan pelaksanaan program yang tepat sasaran akan mempermudah 

pelaksanaan kegiatan pembangunan. Hubungan antar variabel perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. 

Perencanaan Anggaran yang baik adalah direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan dan 
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menyusun kegiatan dengan detail. Semakin baik perencanaan anggaran akan semakin mudah dalam penyerapan 

anggarannya.  

Penelitian yang dilakukan [16] menyatakann perencanaan tidak berpengaruh positif terhadap serapan 

anggaran. Hal ini terjadi karena adanya permasalahan pada OPD terkait perencanaan dimana ada anggapan tidak 

semua usulan anggaran disetujui dan hal ini berarti perencanaan anggaran tidak dapat mempengaruhi serapan 

anggaran. Penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh [17] menyatakan bahwa 

perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap serapan anggaran.  

H1 = Perencanaan Anggaran berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran 

 

Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran 

Stewardship Theory dalam akuntansi menjelaskan sebuah konstruk pola kepemimpinan dan hubungan 

komunikasi antara shareholder dan manajemen atau hubungan antara atasan dan para bawahan sebuah organisasi. 

Pemerintah daerah harus meningkatkan kinerja untuk kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang 

untuk melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran [18]. Sesuai peraturan pemerintah No. 101 

pasal 2d terkait Good Governance adalah pemerintah yang baik menerapkan dan mengembangkan beberapa prinsip. 

Salah satunya prinsip efektivitas dan efisiensi untuk penggunaan sistem dalam pengelolaan anggaran yang baik dan 

benar. Hubungan antar variabel Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap penyerapan anggaran.  

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah merupakan alat mengelola data keuangan daerah untuk penginputan 

anggaran yang nantinya akan di sahkan kemudian dilakukan pencairan. Penelitian yang dilakukan [19] menyatakan 

penggunaan SIPD telah efisien. Ini nampak jelas para pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdangangan Sumatera 

Utara merasa mempermudah pekerjaannya sehingga menjadi lebih cepat. Menurut penelitian yang dilakukan [20] 

masih ada kekurangan dan banyak kendala yang didapatkan seperti proses input mengalami keterlambatan yang sangat 

disayangkan karena sistem ini masih baru.  

H2 = Sistem Informasi Pemerintahan Daerah berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran 

 

Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran 

Teori Keagenan (Agency Theory) adalah hubungan antar manajemen (agent)  dan pemilik (principal). Dalam 

melakukan penyusunan anggaran dilakukan oleh agent atau pihak eksekutif yang mempunyai tugas Menyusun 

anggaran. Principal atau pihak legislative bertugas mengawasi, menolak, dan menerima anggaran yang telah 

disusun[21]. Sesuai peraturan pemerintah No. 101 pasal 2d terkait Good Governance adalah pemerintah yang baik 

menerapkan dan mengembangkan prinsip transparansi, akuntanbilitas, demokrasi, efektivitas, kualitas layanan, pada 

prinsip akuntanbel lembaga atau pemerintah yang memiliki kewenangan atas pertanggung jawaban untuk mengambil 

keputusan dan kegiatan yang dilakukan.  

Hubungan antar variabel waktu penetapan anggaran terhadap penyerapan anggaran. Waktu Penelitian 

Anggaran adalah salah satu indikator pengukuran kinerja menurut Direktorat Jendral Bina Keuangan Daerah 

Kementrian Dalam Negeri dalam ketepatan waktu dalam menetapkan APBD. Penelitian yang dilakukan oleh [22] 

yang melaksanakan pengambilan data pada Kab/Kota di Provinsi Aceh, menyatakan bahwa waktu penetapan anggaran 

tidak berpengaruh positif pada penyerapan anggaran pemerintah. sehingga menyebabkan Pemerintah Kabupaten/Kota 

di Aceh masih belum dapat sepenuhnya memanfaatkan penganggaran tepat waktu yang memaksimalkan tingkat 

serapan anggaran. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten dengan Penelitian oleh [23] dapat memaksimalkan waktu 

saat menetapan anggaran sehingga berpengaruh positif  sehingga serapan anggaran tercapai sesuai dengan target yang 

telah ditentukan.  

H3 = Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh Terhadap Penyerapan Anggaran 

Berdasarkan berbagai penjelasan dan hubungan antar variable serta tujuan penelitian untuk menguji hipotesis 

dapat dijelaskan dengan kerangka pemikiran dibawah ini  :    
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II. METODE 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif Asosiatif. Menurut [24] penelitian kuantitatif asosiatif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kelurahan di lingkungan 

Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo. Sample dalam penelitian ini adalah yang mempunyai wewenang pada pengelolaan anggaran di Kelurahan 
yaitu : Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sejumlah 14 orang, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sejumlah 14 orang, Bendahara 

pengeluaran Pembantu (BPP) sejumlah 14 orang, dan Staf Administrasi bagian keuangan sebanyak 10 Orang. Sehingga jumlah seluruhnya didapat 

52 Orang.  
Penelitian ini menggunakan metode Sensus. Dengan membagikan kuisioner untuk diisi. Data yang digunakan adalah data primer. Data primer 

adalah jenis data yang dikumpulkan langsung dari tempat pertama penelitian atau dari sumber data asli subjek penelitian 

 

Variabel Dependen 

Penyerapan Anggaran (Y) Dimana kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pembanguna-

pembangunan yang akan dicapai, dan kegiatan yang akan dijalankan selama satu tahun anggaran [22]. Variabel ini 

diukur dengan menggunakan skala likert. 

Indikator Penyerapan Anggaran  : 

1. Prosedur dalam penyerapan 

2. menyelaraskan dengan kebutuhan dalam satu tahun 

3. kesesuaian dengan dokumen pelaksana anggaran 

Variabel Independen 

Perencanaan Anggaran (X1) sebagai acuan untuk penyusunan anggaran pada hakikatnya adalah suatu proses 

penyusunan rencana belanja, pengeluaran, pemasukan, dan keuangan dalam jangka waktu tertentu, termasuk 

mengenai kesesuaiannya dengan evaluasi kegiatan tahun sebelumnya, kebutuhan organisasi (prioritas), partisipatif 

serta revisi (kesalahan administrasi), ketetapan waktu (disiplin) [25]. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala 

likert. 

Indikator Perencanaan Anggaran : 

1. Pendekatan-pendekatan dalam penyusunan anggaran 

2. Evaluasi anggaran tahun sebelumnya 

3. Adanya sinkronisasi program dan kegiatan 

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (X2) diprogram oleh Kementrian Dalam Negeri bertujuan untuk 

melancarkan serangkaian tahapan penyusunan rencana kerja daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

[19]. Variabel ini diukur dengan menggunakan skala likert. 

Indikator Sistem Informasi Pemerintah Daerah :  

1. Sarana dan prasarana yang mendukung 

2. Efisiensi dalam penginputan anggaran 

3. Kemudahan dalam menggunakan sistem informasi 

Waktu Penetapan Anggaran (X3) yang sesuai dengan batasan waktu yang ditetapkan berdasarkan UU [6] Tentang 

keuangan negara yaitu bulan November atau 1 Bulan Setelah penetapan APBN. Variabel ini diukur dengan 

menggunakan skala likert.  

Indikator Waktu Penetapan Anggaran : 

1. Evaluasi waktu penetapan pada tahun sebelumnya 

2. Partisipasi dalam waktu penentuan anggaran 

3. Sesuainya kebutuhan pada  setiap bulannya 

 

Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah Penelitian ini dengan mengaplikasikan SPSS (statistical package 

for social science). Untuk menguji hipotesis pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda, adalah teknik 

analisis dengan menghubungkan antara dua variabel independent atau lebih (X1,X2,X3) dengan variabel dependen 

(Y) dengan persamaan dibawah ini : 

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + ε 

Dimana Y adalah Penyerapan Anggaran, α adalah konstanta, β1β2β3  adalah koefisien regresi, X1 adalah Perencanaan 

Anggaran, X2 adalah Sistem Informasi Pemerintahan daerah, X3 adalah Waktu Penetapan Anggaran dan ε adalah Error. 

Hipotesis statistik dirumuskan seperti dibawah ini : 

Ho : tidak terdapat pengaruh positif variabel X (Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan 

Waktu Penetapan Anggaran) terhadap variabel Y (Penyerapan Anggaran Pada Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo). 

H1 : terdapat pengaruh positif pada variabel X Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan 

Waktu Penetapan Anggaran) terhadap variabel Y (Penyerapan Anggaran Pada Kelurahan di Kecamatan Sidoarjo). 

Kemudian untuk mengetahui diterima atau tidak diterima hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan Uji T. dengan ketentuan sebagai berikut : 
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1.  ttabel > thitung Maka HO diterima H1 ditolak artinya variabel Independen tidak berpengaruh positif terhadap 

variabel dependen 

2. ttabel < thitung Maka H1 diterima Ho Ditolak artinya variabel berpengaruh antara variabel independent terhadap 

variabel dependen. 

 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. HASIL 

Uji Statistik Deskriptif 

Uji statistik deskriptif adalah suatu pengujian yang dilakukan untuk menguji generalisasi dari data yang 

diteliti [26]. Dalam studi ini, analisis statistik deskriptif dilakukan untuk menggeneralisasi data berdasarkan nilai 

minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel yang diselidiki. Berikut ini merupakan hasil 

analisis statistik deskriptif dalam penelitian ini: 

 

 

Tabel 1. 

Hasil Uji Statistik Deskriptif 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Perencanaan Anggaran 52 21 35 28.12 2.805 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah 52 25 38 31.04 2.793 

Waktu Penetapan Anggaran 52 23 35 27.94 2.682 

Penyerapan Anggaran 52 19 40 31.56 3.977 

Valid N (listwise) 52     

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat dijelaskan bahwa keseluruhan variable menunjukkan nilai hasil yang baik ditandai 

dengan nilai mean yang lebih besar dari standar deviasi. Analisis uji deskriptif sebagai berikut: 

1. Jumlah sampel yang digunakan sebagai responden sebanyak 52 responden.  

2. Variabel Perencanaan Anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 21 dan nilai maksimum 35 dengan nilai 

mean sebesar 28.12 dan nilai standar deviasi sebesar 2.805. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran data kurang 

bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - ratanya. 
3. Variabel Sistem Informasi Pemerintah Daerah mempunyai nilai minimum sebesar 25 dan nilai maksimum 38 

dengan nilai mean sebesar 31.04 dan nilai standar deviasi sebesar 2.793. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran 

data kurang bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - ratanya. 
4. Variabel Waktu Penetapan Anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 23 dan nilai maksimum 35 dengan nilai 

mean sebesar 27.94 dan nilai standar deviasi sebesar 2.682. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran kurang 

bervariasi karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - ratanya. 
5. Variabel Penyerapan Anggaran mempunyai nilai minimum sebesar 19 dan nilai maksimum 40 dengan nilai mean 

sebesar 31.56 dan nilai standar deviasi sebesar 3.977. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran kurang bervariasi 

karena nilai standar deviasinya lebih kecil dibandingkan dengan nilai rata - ratanya. 
 
Uji Validitas 

Hasil pengujian validitas dapat diperoleh nilai Pearson sebesar 0.2306. Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan 

bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan layak untuk digunakan sebagai alat ukur 

penelitian, karena masing-masing dari intrumen variable memiliki nilai pearson di atas 0.2306. Berikut hasil uji 

validitas dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. 

Hasil Uji Validitas 
Item Rtabel Nilai Pearson Keterangan 

X1.1 0.2306 0.857 Valid 

X1.2 0.2306 0.713 Valid 

X1.3 0.2306 0.308 Valid 

X1.4 0.2306 0.857 Valid 

X1.5 0.2306 0.448 Valid 
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X1.6 0.2306 0.857 Valid 

X1.7 0.2306 0.553 Valid 

X2.1 0.2306 0.544 Valid 

X2.2 0.2306 0.632 Valid 

X2.3 0.2306 0.357 Valid 

X2.4 0.2306 0.510 Valid 

X2.5 0.2306 0.763 Valid 

X2.6 0.2306 0.750 Valid 

X2.7 0.2306 0.760 Valid 

X2.8 0.2306 0.489 Valid 

X3.1 0.2306 0.424 Valid 

X3.2 0.2306 0.518 Valid 

X3.3 0.2306 0.620 Valid 

X3.4 0.2306 0.732 Valid 

X3.5 0.2306 0.668 Valid 

X3.6 0.2306 0.711 Valid 

X3.7 0.2306 0.576 Valid 

Y1 0.2306 0.882 Valid 

Y2 0.2306 0.481 Valid 

Y3 0.2306 0.882 Valid 

Y4 0.2306 0.348 Valid 

Y5 0.2306 0.764 Valid 

Y6 0.2306 0.757 Valid 

Y7 0.2306 0.672 Valid 

Y8 0.2306 0.668 Valid 

    Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024 
 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Cronbach’s Alpha > 0.70, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah reliabel. Hasil pengujian reliabilitas 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. 

Hasil Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach Alpha (> 0.7) Keterangan 

Perencanaan Anggaran (X1) 0.729 Reliabel 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (X2) 0.730 Reliabel 

Waktu Penetapan Anggaran (X3) 0.712 Reliabel 

Penyerapan Anggaran (Y) 0.842 Reliabel 

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024 
 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Tujuan utama analisis regresi linier berganda adalah memastikan persamaan regresi dan mengevaluasi 

pengaruh variable independent, yakni: Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Waktu 

Penetapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran sebagai variabel dependen [27]. Hasil analisis regresi linier 

berganda dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. 

Hasil Uji Regresi Linear Berganda 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -4.168 5.875  -.710 .481 

Perencanaan Anggaran .521 .158 .367 3.301 .002 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah -.137 .158 -.096 -.866 .391 

Waktu Penetapan Anggaran .907 .148 .611 6.134 .000 

a. Dependent Variable: Penyerapan Anggaran 
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Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024 

 

Berdasarkan analisis tabel 4., maka dapat disusun persamaan regresi sebagai berikut: 

Penyerapan Anggaran = -0.4168 + 0.521PA - 0.137SIPD + 0.907WPA + e 

 

Pengujian Hipotesis 

Uji R2 (Koefisien Determinasi) 

Hasil pengujian R2 menunjukkan nilai Adjusted R Square adalah 0.508 atau 50.8%. Menurut nilai ini, nilai 

Perencanaan Anggaran, Sistem Informasi Pemerintah Daerah, dan Waktu Penetapan Anggaran bertanggung jawab 

atas 50.8% dari variasi Penyerapan Anggaran, sedangkan sisanya sebesar 49.2%. dijelaskan oleh variabel tambahan, 

yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian ini. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada Tabel 5. 

Tabel 5. 

Hasil Uji R2 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .733a .537 .508 2.789 

a. Predictors: (Constant), Total Item Waktu Penetapan Anggaran, Total Item Sistem Informasi Pemerintah Daerah, 

Total Item Perencanaan Anggaran 

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024 

 
 

Uji T 

Uji T digunakakan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen. 

Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 6. 

Tabel 6 

Hasil Uji T 

Variabel Thitung Ttabel Sig. Keterangan 

Perencanaan Anggaran 3.301 1.67722 0.002 H1 Diterima 

Sistem Informasi Pemerintah Daerah -0.866 1.67722 0.391 H2 Tidak Diterima 

Waktu Penetapan Anggaran 6.134 1.67722 0.000 H3 Diterima 

Sumber: Data Primer diolah, SPSS 2024 

 

B. PEMBAHASAN 

Pengaruh Perencanaan Anggaran Terhadapn Penyerapan Anggaran 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa perencanaan anggaran memiliki nilai thitung sebesar 3.301 > ttabel 

yakni sebesar 1.67722 dan nilai sig. 0.002 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh 

terhadap penyerapan anggaran, sehingga H1 diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa perencanaan anggaran yang baik 

adalah direncanakan sesuai dengan kemampuan anggaran yang telah ditetapkan dan menyusun kegiatan dengan detail. 

Semakin baik perencanaan anggaran akan semakin mudah dalam penyerapan anggarannya. Sesuai dengan teori 

stakeholder, Perencanaan yang optimal dan pelaksanaan program yang tepat sasaran akan mempermudah pelaksanaan 

kegiatan pembangunan[17]. Sejalan dengan stewardship thory pada pengelolaan organisasi fokus pada harmonisasi 

antara principles (Rakyat) dengan steward (Lembaga Negara) dalam mencapai tujuan bersama, pemerintah daerah 

akan dapat meningkatkan kinerja dalam pembuatan program kerja dan rencana untuk kepentingan masyarakat sesuai 

dengan undang-undang [18]. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang 

mengatakan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran [17]. Hal ini dikarenakan 

perubahan perilaku tergantung niat pelaku, hal ini menggarisbawahi pentingnya keterkaitan antara tujuan yang 

ditetapkan dengan kinerja yang akan dicapai. Apabila seseorang mempunyai keyakinan terhadap tujuan yang 

diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut  akan mempengaruhi perilaku kerja orang tersebut. Konsep 

dalam perencanaan penggunaan anggaran yang sebenarnya akan mengarahkan penggunaan anggaran secara tepat 

sesuai dengan sasaran dan tujuan. Oleh karena itu, semakin baik perencanaan anggaran yang disusun, semakin mudah 

proses pelaksanaan atau realisasi anggaran pada saat tahun berjalan, yang pada akhirnya akan menaikkan tingkat 

serapan anggaran belanja. Sehingga dapat disimpulkan adanya Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Penyerapan 

Anggaran 

 

Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah Terhadap Penyerapan Anggaran 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah daerah memiliki nilai thitung sebesar -0.866 < 

ttabel yakni sebesar 1.67722 dan nilai sig. 0.391 > 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa sistem informasi pemerintah 
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daerah tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, sehingga H2 ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa 

penyerapan anggaran belanja tidak terpengaruh oleh pengelolaan anggaran dengan aplikasi SIPD. Hasil penelitian ini 

sejalan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya yang mengatakan bahwa sistem informasi pemerintah daerah 

tidak berpengaruh terhadap penyerapan anggaran [28]. Hal ini dikarenakan SIPD yang dikembangkan oleh 

Kemendagri tidak terlepas dari berbagai kekurangan dalam pengembangan perangkat lunaknya. Beberapa kendala 

yang sering ditemui antara lain sering terjadi sistem bermasalah, kurangnya koordinasi antar pengguna SIPD, sering 

terjadi kesalahan input karena ada banyak menu yang harus diisi, sehingga laporan yang dihasilkan menjadi berbeda. 

Selain itu, pergeseran anggaran sering tertunda, sistem penggajian tersendat, dan ada hambatan dalam proses 

penyusunan anggaran kas, serta dalam pembuatan SPD, SPJ, SPP, SPM, dan SP2D. Dalam pembuatan dokumen-

dokumen tersebut tidak ada sangkutannya dengan hasil serapan anggaran karena jika terdapat kesalahan dalam 

pengainputan dapat di revisi Kembali. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa kendala-kendala tersebut 

tidak mempengaruhi penyerapan anggaran belanja [20]. Kurangnya pelatihan dalam menggunakan SIPD sehingga 

kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan SIPD tidak berjalan dengan baik. Dengan menunjukkan 

tanggapan responden tentang Sistem Informasi menunjukkan rata-rata tanggapan responden ragu dan tidak setuju 

terhadap penyerapan anggaran membuktikan bahwa Sistem Informasi sudah cukup baik namun perlu di perbaiki lagi. 

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis kedua yang menyatakan bahwa SIPD tidak mempengaruhi serapan anggaran 

[29]. Sehingga dapat disimpulkan tidak ada Pengaruh Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Penyerapan 

Anggaran. 

 

Pengaruh Waktu Penetapan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran 

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa Waktu Penetapan Anggaran memiliki nilai thitung sebesar 6.134 > ttabel yakni 

sebesar 1.67722 dan nilai sig. 0.000 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh 

terhadap penyerapan anggaran, sehingga H3 diterima.  Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan 

sebelumnya mengatakan bahwa Waktu Penetapan Anggaran berpengaruh terhadap serapan anggaran [30]. Pada 

dasarnya, proses penetapan anggaran yang tepat waktu (sebelum tahun anggaran berakhir) akan mempengaruhi tingkat 

serapan anggaran, karena jangka waktu atau rentang waktu pelaksanaan anggaran dapat berjalan secara efisien dan 

terarah untuk seluruh kegiatan pemerintahan [31]. Penelitian ini tidak sejalan penelitian terdahulu hal ini dapat 

disebabkan karena Pemerintah Kabupaten/Kota di Aceh belum mampu memanfaatkan secara maksimal manfaat 

penetapan anggaran tepat waktu untuk memaksimalkan tingkat penyerapan anggaran di daerahnya masing-masing 

[32]. Salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan serapan anggaran yaitu hubungan eksekutif dan legislatif 

karena tidak selaras. Keterlambatan dalam menetapkan anggaran menyebabkan proses administrasi akan akan 

terhambat. Proses pengadaan barang/jasa tidak terlaksana tepat waktu, menyebabkan proses tanda tangan kontrak akan 

terlambat. Banyak kegiatan tidak dapat dilakukan dengan sempurna sampai akhir tahun anggaran hal tersebut akan 

mempengaruhi serapan anggaran pada akhir tahun [15]. Sehingga dapat disimpulkan adanya pengaruh Waktu 

Pentapan Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran. 

VII. SIMPULAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki dan menunjukkan apakah perencanaan anggaran, sistem 

informasi pemerintahan daerah, dan waktu penetapan anggaran mempengaruhi penyerapan anggaran pada Kelurahan 

di Kecamatan Sidoarjo. Berdasarkan diskusi hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) perencanaan 

anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, (2) sistem informasi pemerintah daerah tidak berpengaruh 

terhadap penyerapan anggaran, dan (3) waktu penetapan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. 
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